PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALAMAT : JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 57 MAJALENGKA 45418
Telepon (0233) 8286600; Faksimile (0233) 8286599

Email : dpmpisp@majalengkakab.go.id — Website : dpmptsp.majalengkakab.go.id
— - .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/j2&/DPMPTSP V' /2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) MEKAR HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : 3, bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Wawat Nilawati, S.Pd.I
tanggal 14 Januar 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan lzin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/2080/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 25 April 2022
Taman Kanak - Kanak (TK) MEKAR HIDAYAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak (TK);

b. bahwa berdasarkan pertimba sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Ullsg:iﬁgrdang Nuﬁ 20% 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Eﬂ‘lu
di Lzin Penyelenggaraan Pendidiken Anak Usia Dini Taman Kanak - w
HIDAYAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenta Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
o Li Qﬁnmmmmm@%mmMmem sebagaimana telah
di dengan Undang-Undang 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan paten Purwakarta
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2 U _ Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nm}jBTam[b‘gran lmhmﬂegamnqnukhﬂmm Nomor

1); | _

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar R?ul'ﬂ(
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara "ﬁn
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20
tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 T: Lembaran {
'i;'[ %N Pendndlangm Negara i Irdme;laTahmmTHonnr
i n
Tm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541 ); 2013 u

5. Peraturan Peme:htahuumormTahmm?m
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah "
Indonesia Tahun 2007 mqi’:;umam Lembaran |

6. Pératuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentant Orasnicad e ot
N R T4 T, 2007 st O

Nomar 4750); P .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
wmmmmm Tamlggﬁmmm Negara Republik Indonesia Nomor
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Fer?ohan dan Penyelenggaraan Pendid
mmﬁfm Nﬁ Reubﬂésﬂgm%ﬁm 2010 Nomor 23) Sebagain‘rana?:elah dlm
Tahun 2010 tenta an dan raan idikan ?Lgr?is:aran Naga'r‘a i

Indonesia tahun 20?3 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan i
Aokl Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
10, Paam_ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik i %\I:hzlaﬁlgaN]ng

: imana Td%?; _criglx_lb;‘h zm Peraturan_ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republ
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor lll,'?gﬁwmn Satuan Pendidin N ( 0






